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BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pengamatan lapangan, wawancara dengan informan
kunci (tokoh adat, tokoh agama, keluarga yang mengalami kasus melangkahi),
dan kajian literatur lokal, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Tradisi uang pelangkah dalam perkawinan malangkahi di Kelurahan Pidoli
Dolok dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang
melibatkan tokoh adat (hatobangan). Pelaksanaannya bersifat fleksibel
tanpa ketentuan nominal tetap, dimana besaran uang pelangkah ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara adik yang akan menikah dengan kakak
yang dilangkahi, dengan bentuk pemberian berupa uang tunai, emas, atau
barang berharga lainnya.

2. Bahwa dalam perspektif hukum Islam, tradisi uang pelangkah dapat
dikategorikan sebagai 'urf shahih karena secara konseptual sejalan dengan
magashid syariah, khususnya dalam menjaga kehormatan (hifzh al-'ird) dan
memelihara silaturahmi (hifzh al-nasl). Namun, implementasinya
berpotensi bergeser menjadi 'urf fasid ketika menimbulkan beban ekonomi
yang tidak proporsional dan tekanan psikologis, sehingga bertentangan
dengan prinsip kemudahan (taysir) dan menghindari kemudharatan (darar)
dalam Islam. Tradisi uang pelangkah memiliki relevansi dengan magashid
syariah terutama dalam aspek hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dan hifzh
al-'ird (menjaga kehormatan). Namun, perlu evaluasi terhadap aspek hifzh
al-mal (menjaga harta) karena dalam praktiknya sering menimbulkan beban

ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam.
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B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti mengajukan saran sebagai

berikut:
1. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat:

a) Perlu menetapkan batasan nominal yang wajar dan manusiawi dalam
pemberian uang pelangkah dengan mempertimbangkan kemampuan
ekonomi masyarakat.

b) Melakukan redefinisi makna tradisi dari aspek materiil ke substansi

penghormatan melalui musyawarah keluarga
2. Bagi Tokoh Agama:

a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan tradisi
yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya mengenai kemudahan
dan menghindari beban berlebihan.

b) Berperan aktif sebagai mediator dalam penyelesaian masalah yang

timbul dari pelaksanaan tradisi ini.
3. Bagi Pemerintah Daerah:

a) Memfasilitasi forum dialog antara tokoh adat dan tokoh agama untuk
menyusun pedoman pelaksanaan tradisi yang berkeadilan.
b) Mengintegrasikan nilai-nilai  kearifan lokal dalam kebijakan

pembangunan masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

a) Melakukan penelitian lebih mendalam tentang efektivitas mekanisme
mediasi adat dalam penyelesaian masalah tradisi uang pelangkah.
b) Meneliti dampak psikologis dan sosial ekonomi tradisi ini dalam

jangka panjang.
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